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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.35/MENHUT-II/2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.35/Menhut-I11/2012 telah ditetapkan Pedoman Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;

. bahwa dalam pelaksanaan pedoman pemanfaatan sarana dan

prasarana penyuluhan kehutanan, terdapat jenis sarana dan
prasarana penyuluhan kehutanan yang belum diatur dalam
Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.35/Menhut-1I/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang......



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

-0

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Kehutanan;

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59 /P Tahun 2011;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-I11/2008
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Lingkup Departmen Kehutanan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.2/Menhut-
11/2012;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-1I1/2008
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup
Departemen Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-11/2009
tentang Standard Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di
lingkungan Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-1I/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.33/Menhut-11/2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2012
tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 823);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/
MENHUT-1I/2012 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA
DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-
I1/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 823), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4

Sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, terdiri dari jenis sarana dan prasarana untuk:

a. penyuluh kehutanan tingkat terampil;

b. penyuluh kehutanan tingkat ahli; dan

c. instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Jenis sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan tingkat terampil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain meliputi :
a. pakaian kerja, yang terdiri atas baju, celana, topi, sepatu dan jas
hujan;
tas kerja;
buku kerja;
peta kerja;
kamera digital;
alat perekam suara;
global positioning system (GPS);
kompas;
komputer jinjing (notebook);
kalkulator;
soil tester,;
pita meter;
. hagameter;
teropong;
kendaraan roda dua; dan/atau
unit percontohan.
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(2) Jenis sarana dan prasarana untuk penyuluh kehutanan tingkat ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain meliputi :
a. pakaian kerja, yang terdiri atas baju, celana, topi, sepatu dan jas

hujan;

tas kerja;

buku kerja;

peta kerja;

kamera digital;

alat perekam suara;

global positioning system (GPS);

komputer jinjing (notebook);

kalkulator;
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j- kompas;
k. kendaraan roda dua; dan/atau
l. unit percontohan.
(3) Jenis sarana dan prasarana untuk instansi penyelenggara penyuluhan
kehutanan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c berupa kendaraan roda 4
(empat) sebagai mobil unit penyuluhan kehutanan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2013

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 666

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA



